
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TE TANG 

PERU BAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR A UN 20 14 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, 
DAFTAR MPUNAN KETETAPAN PAJAK, KLASIFIKASI PENETAPAN NlLAI JUAL 

o J PAJAK, DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

Menimb' ng 

PER ESAAN AN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ASIKMA AYA, 

a , a wa 
a an ptimalisasi 

en apa tan Daera a dari sektor 
mi dan Bangunan Perde aan dan P rkotaan 

n te a terendab Pa' ak B mi dan 
Bangu n Perdesaan dan P rkota an, sehingga perlu diatur 
meng a i Surat Pemberitahuan Pajak Terut g, Daftar 
Himpu an Ketetapan a 'a, Klas 'fika s ' P n eta a Nilai Jual 
Objek ajak, dan eteta an Tere dah ajak B mi dan 
Bangu Perdes dan erkotaan; 

b. abwa den gan berl' kunya Peratu ran Daera abupaten 
asikm al ya No or 3 Tahun 2 02 1 tentang Perubahan 

Kedua Atas Per turan Daerah Kabu a en Tasikmalaya 
N mor 7 Tahun 20 6 ten tang Pemben uk dan Susunan 

rang at aera h , d ipan dang per u dilakukan penyesuaian 
atas ratu n Bupati Tas'kmala Nomor 5 Tabun 2014 
ten tang S rat Pemberitab an Pajak Terutang, Daftar 
Himpunan Ketet pan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual 
Objek Pajak dan etetapan Terendah Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2014 ten tang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
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Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan 
Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan 
Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek 
Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

1. Undang-Undang Repu blik Indonesia Nomor 14 Tah 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten a am 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara T un 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 te tang 

embentu an Kabupaten Purwakarta dan Kab paten 
S bang dengan mengubah Undang-Undang Re ublik 
Indonesia omor 14 Tahun 1950 ten tang Pe en tukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan P ovinsi 
Djawa Barat Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 
196 8 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
In donesia Nomor 2851); 

2. Undang-Un da ng Nomor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem bara . Negara 
Republik Indon esia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran egara Republik Indon esia Nomor 3262) 
sebagaimana telah d iu bah beberapa kali, terakhir dengan 
Un dang-Undang Nom or 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentu an Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ten tang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub ik Indonesia 
Tahu n 20 14 Nom or 244, Tambaha n Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana te h i lbah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No or 11 
Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara R blik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang P n e apan 
eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N m or 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negar dan 
Stabilitas Sistem Keu angan untuk Penanganan P demi 
Corona Virus Disease 201 9 (Covid- 19) danl a tau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Me ba h yakan 
Perekonomian Nasional dan l atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta bahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nom or 7 Tahu n 2021 tentang onisasi 
Pera turan P rpajakan (Lembaran Negara Repu blik In donesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lem baran Negara 
Re u blik I donesia Nomor 6736); 

9 . Unda n g-Un dang Nomor 1 Tahun 2022 tenta n g Hubungan 
Keuangan An ara P merin tah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2022, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

erita egara Repub ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
14 . Kepu us Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 

tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelesaikan 
Pembu kuan dan Tata Cara Pembukuan; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tah n 997 
ten tang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

16. Keputusan Menteri alam Negeri Nomor 43 Tahun 1 99 
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemu gutan 
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lai -·lain; 

17. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nom 2 Tahun 
2 11 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kab aten 
Tasikmalaya Tahun 20 11 omor 2); 

8. Peratu a Daerah Kabu pa en Tasikmalaya Nomor 1 ahun 
2016 ten g ata Cara mbe t kan Pro u ukum 
Daerah (~embaran Daerah Kabupa en Tasikma ya ahun 
2016 Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 en ang Urusan Pem erintahan yang enjadi 
K w nanga n m erintahan Kabupaten Tasikrnalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya a u n 2016 
Nom r 3); 

20. Pera uran Daerah Kabu paten a sikmalaya Nom or 7 Tahun 
20 16 te t ng Pemb ntukan dan Susunan rganlsasl 
Perangkat Dearah Kabupaten Tasikm alaya Lembaran 
Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 201 6 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah bebe apa kali, erakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2021 te tang Perubahan kedua tas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN 
PAJAK TERUTANG, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK, 
KLASIFlKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN 
KETETAPA TE N AH PA AK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAA DAN PERKOTAAN 

Pa a l l 

Bebera pa etentuan dalam Peraturan B pati Tasikmalaya Nomor 5 T u n 2014 
tentan rat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan P 'ak, 
Klasifi a s ' Penetapan Nilai Jual Objek Paja ,dan Ketetapan Terendah Paj umi 
dan Ban gu an Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Ta ik alaya 
Tahun 2 14 Nomor 5) diu bah sebagai berikut: 

1. Ketentu ' Pas 1 diubah, sehingga Pasall b r unyi seb g . berikut: 

Pa s 1 

Dalam Per u ran Bu pa . ini ya g dimaksu 
1. D' er Kab aten a ala Daera h Kabupa n Tas ' alaya. 
2. Pe erintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai un sur 

pe y lenggara Peme . tahan aerah yang mem im in pelaksanaan urusan 
pe erintahan yang menja i kewen angan daerah otonom. 

3. B a f ala Bupaf Tasi alaya . 
4. Bada n a d lah Badan P n gelola Keu n gan dan en da a an Daerah 

Ka u paten asikmalaya. 
5. Kep la Bada n adalah epala Ba an Pe gel la e angan an Pendapatan 

Daerah Kabupaten Tasikmala a . 
6. Kas D erah a dalah Bank yang d itunj k oleh Pemeri tah K b paten untuk 

memegang K s Da rah. 
7 . Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas 

bumi dan/ata ban nan yang d 'miliki, ikua i, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawas yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebuna , pe hutanan dan pertambangan. 

8. Bumi adalah permukaan b m i yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah Kabu paten Tasikmalaya. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara 
tetap pada tanah danl atau perairan pedalaman danl atau laut. 

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi danl atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, danl atau memiliki, menguasai, danl atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

11.0bjek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
danl atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 
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12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan I atau memiliki, menguasai, danl atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPfYf 
adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. 

14. Surat Tanda Terima S oran, y g selanjutnya dis in gkat SITS adalah 
salah satu bukti pelunasan Pajak Bu mi dan Bangunan yang sah. 

15. Nilai J u al Objek Pajak yang selanjutnya d isin gkat NJOP adalah harga rata 
ra ya n g diperoleh dari tran saksi jua l beli yang terj a d i secara a ·ar, dan 

ana tidak terdapat trans si jual beli NJOP ditentuk elalui 
pe bandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perole an 
b , atau NJOP pengganti. 

16. a s ifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-ra ta atas 
per u aan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunaka ebagai 
pedoman untuk memudahkan p rhitungan pajak yang terhutang. 

17. Daft Biaya Komponen Bangun an yang elanjutnya disingka t dengan 
D KB adalah daftar yang dibu t ntuk memudahkan perhi ngan nilai 
b' ngu an erdasarkan pendekatan b · ya yang ter i · dari biaya 
k mp nen utama dan biaya kom ponen ma erial bangun a d biaya 
k m en fasirtas ba gu an. 

18. Nilai in ika si rata- a a a a ah ila · pasar ra ta -rata yang dapat ewakili 
n ilai tanah da lam sua zona nilai tanah. 

19.20 a nilai t a n ah adal z na geografis yang ter iri atas sekelo ok objek 
paj a k yang mempun a i s a tu ilai ind ikasi ra ta - a ya g ib 
ba a s pen guasaan a tau pemilikan objek paj k dalam suat 

tasi oleh 
wilayah 

ad inistra i e sa a a kel rahan . Penentu an bata s zo a n ilai tanah tidak 
terika t kepada bata s b lok. 

20. Tahu P jak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) t h n kalender, 
kecuali ap ila waj ib p ·ak menggunakan tahun bu u ya n g tidak sama 
dengan tahun kalen der. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) h uruf a angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

P sal 2 

(1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjutnya disebut dengan SPfYf 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak dan bukan merupakan 

bukti kepemilikan hak. 
(2) SPfYf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas. 
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(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi 
sebagai berikut: 
a. Halaman depan: 

1. Nomor seri formulir; 

2. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Badan 
Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 

3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan buk ti 
kepemilikan hak"; 

4. Ta h u n Pajak dan jenis sektor Perdesaan atau Perkotaan PBB; 
5 . Nomor Objek Pajak (NOP); 

Letak Objek Pajak; 
7 . Nama dan Alamat Wajib P ·ak; 
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (N WP); 
9. Luas Bumi danfatau Bangun an; 
10 . Ke as Bumi danfatau Bangunan; 
1 1. JOP per m 2 Bumi dan/ a ta Bangunan; 
12. NJOP sebagai dasar pengen aan PBB; 
13. NJOP ·dak kena pajak; 
14. NJOP untuk penghitunga PBB; 
15 . arif; 
16 . PB yang terutang; 
17. BB yang harus d · a ar; 
18 . a nggal ja uh emp; a n 
19. Tempa t pembayaran. 

b. Halaman belakang: 
1. Na ma petugas peny m pa ian PPT; 
2 . T n ggal penyampai n; 
3 . Tanda ta ngan petuga s ; dan 
4 . I forma i lain nya. 

3. Ketentuan Pas 1 3 di bah , s hingga a sal3 be bu nyi se a gal erikut: 

Pasal3 

Informasi lainnya sebagaim a di aks d dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b 
angka 4 berisi informasi sebagai berikut: 
a. nomor SPPT adalah NOP dalam a ministrasi PBB. 
b . pajak yang terutang harus dibay r sekaligus selambat-Iambatnya 6 (enam) 

bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini. 
c. pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada tempat pem bayaran yang 

ditentukan pada SPPT ini. 
d. apabila pembayaran dilaksanakan melalui petugas pemungut, 

pembayaran baru dianggap sah apabila wajib pajak telah menerima STTS. 
e . apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/ pemindahbukuan/ 

pengiriman uang melalui Bankf Kantor Pos, agar mencantumkan nama 
wajib pajak dan Nomor SPPT. 
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f. pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, 
dikenakan sanksi sebagai berikut: 
1. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang 

tidak dibayar; atau 

2. ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan 
pelelangan atas kekayaan wajib pajak. 

g. apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan 
lain-lain), waj ib pajak dapat m ng ubung' Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

h. kebe ta n atas ju m lah paja k yang teruta g pada SPPT ini d a pa t diajukan 

k kan or Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daer K upaten 

Ta s'kmalaya dalam jangka wakt (tiga) bulan sejak diterimanya SP Inl. 

1. p mohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu 
objek pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak danl ata k a rena 

eb' b te entu lainnya, harus diajukan selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan 
sejak iterimanya SPPT ini. 

J. pengajuan eberatan, bandin 1, dan p ngurangan, tidak m enunda 
kewaj' memb y pajak. 

k. sebagaimana 1 a u pa a h f an 1 dapat 
jang j ika j ib pa'ak dapa t e ktikan b wa h a l tersebut 

d il a r kemam u annya. 
l. ap bila objek pajak d ipindahta gankan kepada pihak lain, b 'k seluruh 

atau sebagia n , wajib pajak arus me aporkan ke Bad engelola 

Ke gan dan Pendapa an Daera h Kabupat n Ta sikmalaya. 

m. apa bila tangga ja uh tempo t lis t ~ggal: 

1. 3 1 0 . tober, m aka bulan I setela h ta ggal jat h temp adalah tanggal 1 
ovem be sampai dengan tanggal 30 November ; bulan II adal h tanggal 
De ember sampai dengan 3 1 Desem ber, dan seterusnya ; 

2. 1 Oktob r , maka b Ian I setelah tanggal jatuh tempo a dalah tanggal 

11 k 0 er sampai dengan tanggal 10 Novemb r; bu l n II adalah 

tangga 11 Novem ber sam . en g n 10 Desember, an seterusnya. 

n. pengisian formulir Laporan Pajak-Pajak Pribadi LP2P) Pajak Bumi dan 
Bangunan hendaknya m ncantu mka nome SPPT. 

4. Ketentuan Pasal9 diubah, sehingga asal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

Ketetapan terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak dan Bangunan Sektor Perdesaan 
dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). 

5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pa sal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 3 J anuari 2G}22 

DAERAH 
SIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singa parna 

pad a tanggal 3 J anuari- 2 22 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TABUN 2022 NOMOR 1 



LAMPlRAN I 

NOMOR 

TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

1 TAHUN 2022 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 

TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, DAFTAR HIMPUNAN 
KETETAPAN PAJAK, KLASIFlKASI PENETAPAN NILAI JUAL 
OBJEK PAJAK, DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUM I 
DA BA G S K T N 

SPES FlKASI TEKNIS FORMULIR SPPT, STTS DAN DHKP B -P2 

No teria SPPT Double SP Engkel SITS KP 

1. Ukuran 14 ,9" x 14,9" 8"x , 9" 14,9" x 12" 14,9" 11" 
(px l 1 set 

2. J uml 41embar SPPT 21e bar SPPT 3 lembar SITS 3 ply 
ply/lembar P 
dalam 1 set 

3 . Berat kerta s 8 8 80 gram 5 gr 
1 Ie b / 
set/ ply 

4. No or seri Tercetak Terce ak ercet 
b eruru tan di beruru tan di beruru tan di 
depan depan depan 

5 . Des San art PPT Standart SPPT Standart S Polos 
erlogo 

6. Jeni kerta S HVS HVS C 
r gkap3 

7. Garis A a s = 3 1 Atas = 1mm Atas = 31 mm 
terluar awah = 5mm Bawah = 5 m Bawah = 5 m m 
frame Kiri = 19 mm Kiri = 19 mm ·ri = 19 m m 
desain 

Kanan = 9mm Kanan = 19 K an = 9 mm 

8 . Lubang CF a/b/k/k = a / b/k/k = a Jb/k/k = 4 a/b/k/k = 
terluar 4mm mm mm 4cm 

9. Jumlah 30 buah/ set 30 b ah / set 24 buah/ set 22 
1ubang buah/set 
CF/set 

10. Diameter 4mm 4mm 4mm 4mm 

lubang CF 
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BENTUK SPPT PBB-P2 

TAMPAK DEPAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

SU T P MBERlTAHUA~. P AKT RUTA G 
AJ KBUM DA BAING '''AN . UN 

NOP. SPPT (NOP) : NPWP : 
LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK 

OBJEK JAK KELAS 
NJOP fRo) 

Nomer Seri 

LUAS (M2) 
PER M2 (Ro) TOTAL NJOP IRo) 

NJOPSe gai dasar pengenaan P = 
NJOPTKP (NJ P Tidak Kena Pajak) = 
NJOP untuk pe hitun an PBB = 
Tarif = 
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 

PAJAK BU I DAN BANGUNAN YANG HA US C AYAR( p) 

TGL. JATUH TEMPO 

TEMPATPEMBAYARAN 

SPPT DAN STTS PBB BUKAN ERUPA N BU PEMILIKAN HAK 

INFORMASI PADA SPPT IN! ADAlAH KOND I OB.EJ< PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK I NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPIWA 

NAMAWP 

Letak Objek pajak : Kecamatan 

No. SPPT (NOP) 

SPPT Tahun/Rp 

Desa/Kel. 

BPKPD KAB TASIKMALAYA 

I 

BAOA 

EP 

PENGELOLA KEU NGAN OA 

Diterima tgl 

anda tangan 

PENDAPATAN ERAH 

(." .. ... , ... , .... , .. . .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. . .. ' .. ,) 

Nama Terang 
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BENTUK SPPT PBB TAMPAK BELAKANG 

Nama Petugas : 
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal 

Tanda Tangan Petugas 

PERHATIAN 
1. No. SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB. 

2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini. 

3. Pajak yang terutang hanya da pa t dibayar pada Tem pat Pembayaran yang ditentukan pada 
SPPT ini. 

4 . Apabila pembayaran dilaksanakan melalui Petugas Pemungut, Pembayaran baru dianggap sab 
apabila Wajib Pajak telah men erima Surat Tanda Ter ima Setoran (SITS). 

5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer /pemindahbukuan /pengiriman uang 
melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor SPPT. 

6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai 
beriku t: 
a . Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; atau 
b. Di tagih dengan Surat Paksa yang cliikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas keka aan 

Wajib Pajak. 

7 . Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang m eragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain). Wajib 
Pajak dapat menghubungi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah (a u aten 

Tasikmalaya. 

8 . Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BADAN 
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan s jak 

diterimanya SPPT ini. 

9. Pennohonan pengurangan pajak yang disebabkan karen a kondisi tertentu Objek Pajak yang 
ada hubungannya dengan Waj ib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus 
diaju kan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT im . 

10. Pengaju an keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

11. Batas waktu tersebut p ada p ada bum 8 dan 9 dap at diperpanjang jika Wajib Pajak dapat 
membuktil<an bahwa hal tersebut diluar Kemampuannya . 

12. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada p ihak lain, baik seluruhnya atau seba gian, 
Wajib Pajak harus m elaporkan ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 

13 . Apabila tanggal jatu h tempo tertulis tanggal : 
a . 31 Oktober , maka b u lan I setelab tanggal jatuh t.empo adalab tangga 1 Nopember s id 

tanggal 30 Nopember; bulan II adalab tanggal I Desember s id 31 Desember, dst. 
b . 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober sid 

tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggalll Nopember s id 10 Desember ; d st. 
14. Pengisian formulir LP2P Pajak Bumi dan Bangunan, hendaknya mencantumkan nomor SPPT. 



LAM PI RAN II 

NOMOR 

TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

1 TAHUN 2022 

PERU BAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 
TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, DAFTAR HIMPUNAN 
KETETAPAN PAJAK, KLASIFlKASI PENETAPAN NILAI JUAL 
OBJEK PAJAK, DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

BENTUK STTS PBB 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIK LAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PEN AP TAN DAERAH 

SURAT TANDA TE MA SETORAN (STTS) 

Tempat Pembayaran : 

Telah menerima pembayaran PBB Th.1 I dari: 
Na a Wajib Pajak 
Leta Objek Pajak Kecamatan 

Nomor SPPT (NOP) 
Sejumlah : Rp 

Tanggal Jatuh tempo 

Oesa/Kel. 

Jumlah y ng harus dibayar { e asuk denda) j" a pe bayaran 
ilakul(an pada bin ke (sete 

I 
tanggal jat em 0) : 

II 
II I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
I 
X 
XI 
XII 

Tanggal Pembayaran 

Ju lah yang dibayar 

Tempat Pe bayar n 

XIII 
XIV 

V 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 

L.T 

L. 

Telah menerin a pemb yaran PB Th·1 I dari : 
Nama Wajib Pajak '-------' 

Letak Objek Pajak Ke matan 

esa/Kel. 

Tanda erima 

dan 
Cap Bank/Pos 

Nomor SPPT (NOP) 
· ~I ______________________ -, ____ ---' 

Sejumlah : Rp 
Tanggal Pembayaran 
Jumlah yang dibayar 
Lembar untuk Desa 

Tanggal Pembayaran 
Jumlah yang dibayar 

Lembar untuk BPKPO 

Rp. LI _____ ____ ------' 

Rp. LI _________ ---' 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) 

Tempat Pembayaran : 
Telah menerima pembayaran PBB Th·1 I dari : 
Nama Wajib Pajak 

Letak Objek Pajak Kecamatan 
Oesa/Kel. 

Tanda Terima 
dan 

Cap Bank/Pos 

Tanda Terima 
dan 

Cap Bank/Pos 

Nomor SPPT (NOP) · LI ____________________ -, ____ ~ 
Sejumlah : Rp 
Tanggal Pembayaran 
Jumlah yang dibayar 
Lembar untuk Bank 

Rp. 

Tanda Terima 
dan 

Cap Bank/Pos 
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PERHATIAN 

1. SITS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk 
kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah SITS dengan baik. 

2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea 
Meterai sesuai pasal 4 .e . UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea 
Meterai. 

PENJELASAN 

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang 
dimaksud dengan bulan ke- I a dalah tanggal 1 Nopember sid 
tanggal 30 Nopember, bulan ke II adalah tanggal 1 Desember si d 
31 Desember, Dst. 

2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, m aka yang 
dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober sid 
tanggal 10 Nopem ber, bulan ke II adalah tanggal 11 Nopember 
sid 10 Desember, Dst. 

3 . L.T. adalah Luas Tana h dalam M2 
L.B. adalah Lua s Bangu nan dalam M2 

I KMALAYA , 



LAMPIRAN III 

NOMOR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

1 TAHUN 2022 
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PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SURAT 

PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, DAFfAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK, KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL 
OBJEK PAJAK, DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

BENTUK DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA 
BPKPD 

(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN) 
(PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) 

BUKU 1 ,2,3 

T A HU N: 

TANGGALTERBIT : 

PROPINSI 
KOTA / KAB 
KECAMATAN 
KELURAHAN / DESA 

Halaman .. .... . dari .. ...... . 
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DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN BUKU 1,2,3 
TABUN ... ... ..... 

TEMPAT PEMBAYARAN 
PROPINSI KECAMATAN 
KOTA / KAB KELURAHAN 

NOMOR NOP 
NOMOR 

NAMA WAJIB PAJAK 
ALAMAT OBJEK PAJAK PAJAK TERUTANG PERU BAHAN TANGGAL 

INDUK WAJIB PAJAK PAJAK BAYAR 

Total Halaman Ini I 

I 

Total Sampai Dengan Halaman Ini 

. , 
I 


